Menimbang :

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGEKAT II KEBUMEN
NOMOR:14 TAHUN 1997 SERI:A NOMOR:11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGEKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

dan menetapkan kembali Organisasi

Tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. DERWEA ::::56: 50

a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancar-
an pemerintahan, pembangunan dan kema-
syarakatan secara berdaya guna dan ber-
hasil guna khususnya yang menyangkut
bidang kesehatan di wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II EKebumen dipandang
perlu untuk meninjau Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat I1I Kebumen
Nomor 06 Tahun 1982 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keseha-
tan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen




Mengingat

b.

5

bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974 Jjis. Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992
dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 1994 maka perlu menetap-
kan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat 11
Kebumen dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan mulai berlakunya
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 ;

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3037) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987
tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor &8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3489) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat
I1 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 77. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3487) ;

5. Keputusan ..........



5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi
Dinas Daerah ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan
Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat I1 Kebumen

Menetapkan

MEMUTUGSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
IT KEBUMEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

a. Daerah Kabupaten adalah Daerah Tingkat
I1 Kebumen ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;



Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Ke-
pala Daerah Tingkat II Kebumen :

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kebumen ;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kese-
hatan Kabupaten Daerah Tingkat 11
Kebumen ;

. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ada-

lah unsur Pelaksana untuk melaksanakan
tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen di Lapangan ;

PUSKESMAS adalah suatu sarana yang me-
laksanakan pelayanan upaya kesehatan
secara paripurna kepada masyarakat di
wilayah kerja tertentu ;

Cabang Dinas Kesehatan adalah unsur pe-
laksana Dinas Kesehatan yang mempunyai
wilayah kerja meliputi satu atau bebe-
rapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen ;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah un-
sur Pembantu yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertang-
gung Jjawab kepada Kepala Dinas.

BAB I1
KEDUDUEKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelak-

sana Pemerintah Daerah di bidang Kese-
hatan.
(2) Dinas .........



(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Seorang Ke-
prala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung Jawab
kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menye-
lenggarakan urusan rumah tangga Daerah di
bidang kesehatan yang menjadi tanggung Jjawabnya
dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jawa Tengah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut
pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kese-
hatan mempunyai fungsi :

a. pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi
pendekatan peningkatan (promotif), pencega-
han (preventif),pengobatan (kuratif), pemu-
lihan (rehabilitatif) berdasarkan kebi-
jaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah :

b. pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan
kesehatan dasar dan upaya pelayanan keseha-
tan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis
vang ditetapkan ocleh Menteri Kesehatan ;

c. pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan
vang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.




BAB 111
ORGANIGSASI
Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5
" Organisasi Dinas Kesehatan ditetapkan Pola
Maksimal.
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Pola

(2)

Maksimal terdiri dari

Kepala Dinas ;

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Pelayanan Kesehatan ;

. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit
(P2P) ; .

Seksi Penyehatan Lingkungan ;

Seksi Kesehatan Keluarga ;

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ;

Cabang Dinas ;

. Unit Pelaksana Teknis Dinas :

. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagan Organisasi Dinas Kesehatan Pola Mak-
simal sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang
tak terpisahkan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7 .........




Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan, mempuyai
tugas melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Paraturan
Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mela-
kukan urusan penyusunan rencana progam
kepegawaian, keuangan, surat menyurat,
humas dan protokol, penyusunan data statis-
tik, penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas
umum serta pembuatan laporan kerja Dinas.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 8

Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha

mempunyai fungsi :

a. pengelolaan urusan surat menyurat, perleng-
kapan, kerumahtanggasan, penggandaan, humas
dan protokol serta urusan umum ;

b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian

dan latihan pegawai ;

c. pengelolaan .......



pengelolaan urusan keuangan dan perbendaha-
raan :

penyusunan rencana dan program, penyusunan
data statistik, penyusunan laporan kerja
Dinas serta penyvebaran informasi kesehatan.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan ;
Urusan Kepegawaian ;

. Urusan Keuangan ;

. Urusan Umum.

Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Seorang
Kepala Urusan yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mem-—
punyai tugas menyusun rencana dan program,
pengumpulan, pengolahan data, penyusunan
data statistik, menyebarkan informasi
kesehatan serta penyusunan laporan.

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelo-
la administrasi kesejahteraan dan latihan
pegawai.

Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola -
keuangan dan perbendaharaan.

(4) Urusan




(4)

(1)

(2)

Urusan Umum mempunyai tugas mengelola surat
menyurat, perlengkapan, penggandaan, penga-
daan, kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Kesehatan
Pasal 12

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas
membina pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas
dan Usaha Kesehatan Khusus, pembinaan usaha
remulihan kesehatan serta peningkatan mutu
pelayanan Rumah Sakit.

Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh -
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksana-
kan tugasnya berada di bawah dan bertang-
gung Jjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 12
Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Kesehatan
mempunyai fungsi :

a.

rengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pe-
ngembangan dan peningkatan mutu pelayanan
rumah sakit serta menganalisa laporan perk-
embangan dan pelaksanaan pelayanan rumah
sakit ;

rengumpulan bahan pembinaan, pengawasan dan
mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu
serta pengadaan alat-alat kesehatan pada
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ;

c. pengumpulan .......
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(2)
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pengumpulan bahan prelaksanaan Usaha-usaha
pembinaan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit
Jiwa ;

penyusunan Rencana kebutuhan obat-obatan dan
alat-alat kesehatan serta pembinaan pengawa-
san pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas
dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 14
Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari

a. Sub Seksi Rumah Sakit ;

b. Sub Seksi Puskesmas ;

c. Sub Seksi Kesehatan Khusus ;
d. Sub Seksi Kefarmasian.

Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimak-
sud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh
Seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melak-
sanakan tugasnya berada di bawah dan ber-
tanggung Jjawab kepada Kepala Seksi Pelaya-
nan Kesehatan.

Pasal 15

Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas me -
ngumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan
perkembangan rumah sakit, mutu pelayanan
rumah sakit serta pelaksanaan pengawasan
pelayanan rumah sakit.

Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengum-—
pulkan bahan penyvelenggaraan pembinaan,
pengawasan perkembangan Puskesmas dan
pengelolaan obat-obatan.
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Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembi-
naan Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta
dan mengkoordinasikan laporannya.

Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas me-
ngumpulkan bahan penyusunan rencana kebutu-
han obat-obatan, alat-alat kesehatan pada
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta
pengawasan pengelolaan obat-obatan.

Bagian Kelima
Seksi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
Pasal 16

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
mempunyai tugas menyiapkan rencana penye-—
lenggaraan kegiatan pengamatan, pencega-
han, pemberantasan dan pengawasan penyakit,
imunisasi serta penyakit yang bersumber
dari binatang.

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung Jjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 16
Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

a. perencanaan ........



a.

(L)

(2)

(1)
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perencanaan kKegiatan, pemberantasan, penga-—
wasan penyakit menular dan penelitian ke-
mungkinan terjadinya wabah penyakit ;

evaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan
pemberantasan penyakit menular dan imunisa-
si ;

penyebarluasan informasi cara-cara pemberan-
tasan sumber-sumber penyakit menular.

Pasal 18

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
terdiri dari :

Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;

Sub Seksi FPencegahan Penyakit

Sub Seksi FPemberantasan Penyakit Yang -
Bersumber Binatang ;

QoW

d. Sub Seksi FPemberantasan Penyakit Menular
Langsung.

Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimak-
sud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh
Seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melak-
sanakan tugasnya berada di bawah dan ber-
tanggung jawab kepada Kepala Seksi Pence-
gahan dan Pemberantasan FPenyakit.

Pasal 19

Sub Seksi Pengamatan FPenyakit mempunyai tu-
gas mengumpulkan bahan rencana penelitian,

rengamatan ........




(2)
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pengamatan dan tindakan kemungkinan terja-
dinya wabah penyakit.

Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai -
tugas mengumpulkan bahan monitoring, eva-
luasi pelaksanaan vaksinasi rutin dan
insidentil pada Puskesmas, Posyandu, Unit
Pelayanan Kesehatan lainnya serta mengana-—
lisa hasil penelitian penyakit.

Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Yang Ber-
sumber Binatang mempunyai tugas mengumpul-
kan bahan penyelenggaraan pencegahan,
pemberantasan, penanggulangan penyakit
malaria, demam berdarah, rabies, pes,
anthrax dan pemberantasan vektornya serta
menyebarluaskan informasi cara pemberanta-
san penyakit yang ditularkan melalui vek-
tor.

Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular
Langsung mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penvelenggaraan pemberantasan penyakit
menular langsung dan menyebarluaskan infor-
masi cara pemberantasannya.

Bagian Keenam
Seksi Penyehatan Lingkungan
Pasal 20

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas
melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan
kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersi-
han tempat umum serta usaha peningkatan
kebersihan dan kesehatan masyarakat.

Seksi Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh

Seorang ........a8
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Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksana-
kan tugasnya berada di bawah dan bertang-
gung Jjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakanakan tugas tersebut pada
Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyehatan
Lingkungan mempunyai fungsi :

a.

pengumpulan, pensistimasian dan penganali-
saan data kegiatan kebersihan tempat-tempat
umum serta mengkoordinasikan usaha peningka-
tan sarana kesehatan masyarakat ;

" pengumpulan dan pensistimasian bahan pembi-

naan, pengawasan kualitas air dan lingkung-
an ;

pengumpulan dan pensistimasian data kebersi-
han lingkungan pemukiman serta mengkoordina-
sikan kegiatan penyelenggaraan peningkatan
kebersihan lingkungan pemukiman ;

pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan ter-
hadap perusahaan makanan dan minuman serta
pembinaan, pengarahan kepada rumah makan dan
restoran.

Pasal 22

(1) Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum;
b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan -
Lingkungan ;



(2)

(1)
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c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Pemuki-
man ;

d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minum-
an.

Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimak-
sud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melak-
sanakan tugasnya berada di bawah dan ber-
tanggung Jjawab kepada Kepala Seksi Penyeha-
tan Lingkungan.

Pasal 23

Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum
mempunyai tugas mengumpulkan dan mensisti-
masikan bahan pelaksanaan kegiatan serta
peningkatan kebersihan tempat-tempat umum.

Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Ling-
kungan mempunyai tugas mengumpulkan dan
mensistimasikan bahan pembinaan serta pe-
tunjuk cara pembuatan air minum bersih dan
kesehatan lingkungan kepada masyarakat.

Sub Seksi Penyehatan Lingkungan FPemukiman
mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana
dan koordinasi kegiatan peningkatan keber-
sihan lingkungan pemukiman.

Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman
mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembi-
naan, pengawasan industri makanan dan
minuman serta rumah makan dan restoran.
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Bagian Ketujuh
Seksi Kesehatan Keluarga
Pasal 24

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas -
melakukan kegiatan pemeriksaan, pelayanan
kesehatan ibu, anak dan keluarga pada
Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Unit Pelaya-
nan serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan
keluarga berencana.

Seksi Kesehatan Keluarga dipimpin oleh se-
orang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 24
Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Keluar-

ga

a.

mempunyai fungsi :

pengolahan bahan penyelenggaraan usaha-usaha
pembinaan kesehatan ibu, anak dan pelayanan
Keluarga Berencana ;

pengumpulan bahan, memonitor status dan pe-
ngaturan gizi masyarakat melalui Puskesmas ;

pengolahan bahan pembinaan Rumah Sakit, Pus-
kesmas dan Puskesmas Pembantu dalam menye-
lenggarakan pelayanan kesehatan anak serta
pembinaan penyelenggaraan pelayanan keseha-
tan penderita usia lanjut ;

pengumpulan bahan pembuatan laporan penye -
lenggaraan pemeriksaan ibu hamil, anak serta

kesejahteraan .........
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kesejahteraan ibu hamil dan keluarga beren-
cana.

Pasal 26
Seksi Kesehatan Keluarga terdiri dari :

a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Be-
rencana ;

b. Sub Seksi Gizi ;

c. Sub Seksi Kesehatan Anak ;

d. Sub Seksi Kesehatan Usia LanJjut.

Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimak-
sud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melak-
sanakan tugasnya berada di bawah dan ber-
tanggung Jjawab kepada Kepala Seksi Keseha-
tan Keluarga.

Pasal 27

Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Beren-
cana mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelaya-
nan kesehatan ibu serta keluarga berencana.

Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan
bahan pembinaan pengaturan, dan memonitor
gizi masyarakat.

Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas -
mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha
pemeriksaan dan pembinaan kesehatan anak
melalui Rumah sakit, Puskesmas serta
Puskesmas Pembantu.
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Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai -
tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan
usaha-usaha pelayanan kesehatan penderita
usia lanjut dan pembinaan pola hidup sehat
orang usia lanjut.

Bagian Kedelapan
Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
Pasal 28

Sekei Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mem-
punyai tugas melakukan bimbingan, program
penyuluhan dan penyuluhan langsung serta
pengawasan, tehnis penyuluhan kesehatan
masyarakat.

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat di -
pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 28
Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Keseha-
tan Masyarakat mempunyai fungsi

a.

pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan -
kesehatan kepada masyarakat melalui Mass
Media ;

pengumpulan dan mengolah bahan kegiatan pe-
laksanaan bimbingan, penyuluhan langsung
serta pengawasan tehnis penyuluhan kesehatan
masyrakat ;

c. pengolahan .......
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pengolahan bahan koordinasi usaha-usaha pe-
ngobatan kesehatan institusi ;

pengumpulan bahan laporan dan evaluasli pe -
laksanaan bimbingan serta penyuluhan keseha-
tan masyarakat.

Pasal 30

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ter-—
diri dari

a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
b. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat ;

c. Sub Seksi Sarana dan Metode ;

d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.

Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimak-
sud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melak-
sanakan tugasnya berada di bawah dan ber-
tanggung Jjawab kepada Kepala Seksi Penyulu-
han Kesehatan Masyarakat.

Pasal 31

Sub Seksi Usaha Kesehatan Intitusi mempuyai
tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan
upaya kesehatan institusi pemantapan kerja-
sama lintas sektoral, peningkatan derajat
kesehatan murid sekolah dan karyawan.

Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai
tugas mengumpulkan bahan pengembangan
potensi dan peran serta masyarakat dalam
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bidang kesehatan serta peningkatan kemam-
puan motivasi aparat kesehatan.

Sub Seksi Sarana dan Metode mempuyai tugas
mengumpulkan bahan pengembangan materi
penyuluhan kesehatan dan peningkatan kemam-
puan serta ketrampilan aparat kesehatan
dalam memanfaatkan sarana dan metode
penyuluhan.

Sub Seksi Penyebarluasan Informasi mempuyai
tugas mengumpulkan bahan penyusunan program
dan penyelenggaraan penyebarluasan informa-
si kesehatan serta pemanfaatan sarana dan
metode penyuluhan kesehatan.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan ada-
lah Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Kesehatan di Bidang Rumah Sakit Umum, Rumah
Sakit Khusus, Sekolah Kesehatan, Laborato-
rium dan Puskesmas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di -
primpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada
di bawah dan bertanggung Jjawab kepada
Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di -
bentuk setelah memenuhi kriteria yang
ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
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Bagian Kesepuluh
Cabang Dinas
Pasal 33

Cabang Dinas Kesehatan dibentuk setelah memenu-
hi Kriteria vang akan ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas
Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 35

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana -
tersebut pada Fasal 34 Feraturan Daerah
ini, terdiri dalam berbagai kelompok sesuai
bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompcl tersebut pada ayat (1) Pa-
sal ini, dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh
Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fung=zional tersebut pada -
ayat (1) Fa=mal ini, ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja yang ada.

(4) Jenis dan Jjenjang Jjabatan fungsiocnal pada -
ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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BAB 1V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Pegangkatan Dalam Jabatan
Pasal 36

Kepala Dinas dan Pejabat lainnya di lingkungan
Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh
Pejabat yang yang berwenang berdasarkan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku.

(L)

(2)

(1L

(2)

Bagian Kedua
Hubungan Kerja
Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan
dan instansi vertikal yang urusannya seje-
nis menyelenggarakan koordinasi/hubungan
kerja dengan cara sebaik-baiknya.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan
wajib menyelanggarakan koordinasi secara
fungsional dengan Dinas Kesehatan Tingkat I
dengan sebaik-baiknya.

Pasal 38

Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daerah.

Kepala Dinas berkewaJjiban memberikan petun-
juk, membina, membimbing dan mengawasi
pekerjaan unsur unsur Pembantu Pelaksana
dan Penunjang yang berada pada lingkungan
Dinasnya.

gl
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BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta Susunan
Kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 40

Pembentukan Wakil Kepala Dinas dimungkinkan
setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri setelah terlebih dahulu
berkosultasi dengan Menteri Kesehatan, Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Bupati
Kepala Daerah.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan
Daerah ini sepanjang mengenali pelaksanaannya
akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 42

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada -
tanggal diundangkan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ma-
ka ketentu-an-ketentuan pada Peraturan Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
Nomor 06 Tahun 1982 tentang Susunan Or-
ganisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten .........

N
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Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinya-
takan tidak berlaku, kecuali yang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
. Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN

Ketua,
t.t.d t.t.d
H. ZAISAL SIPIET H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 11 Juli
1987 Nomor : 188.3/187/1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah EKabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1997 Nomor 14
. Seri A Nomor 11 pada tanggal 25 Agustus 1997.

Qb ARIS WILAYAH/DAERAH
é} GKAT _II KEBUMEN
& =
,‘&5 =1
«f SET 5 \
‘\; PARDJO ANGGASASMITA
\

: @,PémINA TINGKAT I
LEBUNE NIP. 010 046 438




PENJELAGSAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR B8 TAHUN 1996
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

. PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Repu-
blik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyera-—
han sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang
Kesehatan kepada Daerah yang menyangkut didalamnya
urusan upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya
pelayanan kesehatan rujukan, maka untuk 1lebih
meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna
dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang
kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,
maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebuman.

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1874 jis. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 38 Tahun 1892 maka guna memenuhi maksud
tersebut diatas ditetapkanlah Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat
I1 Kebumen dengan Peraturan Daerah.

I1. PENJELASAN .........




. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d -

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Pola Organisasi Dinas Kesehatan -
berdasarkan pada kriteria yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan Surat Kawat tanggal
7 Agustus 1995 Nomor: 081/-
2608/38J.

Pasal B8 : Susunan Organisasi Dinas Kesehat-

an adalah suatu pencerminan dari
urusan-urusan yang diserahkan oleh
Pemerintah dan atau Pemerintah
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
kepada Daerah dalam rangka pe -
ngembangan Dinas agar didalam me-
laksanakan tugasnya dapat berda-ya
guna dan berhasil guna.

Pasal 7 s/d -
Pasal 42 : Cukup jelas.

——-ooBoo—-




